A
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 46/1/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA PULO MADU
KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo
Madu Kecamatan Pasilambena, maka perlu memberhentikan
Penjabat Kepala Desa dan menunjuk kembali Penjabat
Kepala Desa yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

Memperhatikan : Surat Camat Pasilambena Nomor : 800/002/1/2024 /PSLB,
tanggal 15 Januari 2024 tentang Usulan Pejabat Sementara
Kepala Desa Pulo Madu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Andi Irwan, S.Pd.,M.M., Jabatan
Camat Pasilambena sebagai Penjabat Kepala Desa Pulo
Madu Kecamatan Pasilambena dengan ucapan terima kasih
atas jasa dan pengabdiannya.

KEDUA : Menunjuk Saudara Parende, S.Pd.l., Jabatan Penelaah
Teknis Kebijakan Kecamatan Pasilambena sebagai Penjabat
Kepala Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena sampai
dengan ditetapkannya Kepala Desa defenitif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Pulo Madu Tahun Anggaran 2024.
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KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka angka empat
diktum KESATU Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 422/X/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 351/VIII/
Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Masa
Bakti 2016-2022 dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat
Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
». dokumen ini ditandatangani secara digital
("} ‘

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar di Benteng;

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan
Selayar di Benteng;

6. Camat Pasilambena di Tempat;

7. Kepala Desa se Kecamatan Pasilambena masing-masing di Tempat;

8. Ketua BPD se Kecamatan Pasilambena masing-masing di Tempat.
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